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ABSTRAK

Nama : Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao
NPM : 6071901122
Judul . Implementasi Program Perlindungan Perempuan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program
Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka. Adapun teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu teori Logic Models yang dikemukakan oleh W. K. Kellog (2004)
yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah elemen yang membantu pemangku
kepentingan merencanakan, melaksanakan, dan mengimplementasikan sebuah
program, diantaranya: (1) Resources/Input, (2) Aktivities, (3) Outputs, (4)
Outcomes, dan (5) Impact. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran secara
mendalam mengenai objek penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui (1) wawancara
secara langsung kepada Dinas P2KBP3A, UPTD, Truk F, Kantor Hukum Orinbao
Law Office, dan Masyarakat Umum. (2) observasi dilakukan di Dinas P2ZKBP3A
di Kabupaten Sikka (3) Analisis Dokumen dari Dinas P2ZKBP3A, UPTD PPA, dan
Truk F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) input yang terdiri dari sumber
daya manusia, anggaran, dan landasan hukum, Dinas P2ZKBP3A, UPTD PPA, dan
Truk F belum memadai terkait SDM dan anggaran, (2) activities, ada enam layanan
yang dilakukan oleh UPTD PPA dan terdapat hambatan-hambatan dalam proses
implementasi, (3) output dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan
yang tidak merata, (4) outcome selain adanya enam layanan utama dari UPTD PPA
terdapat layanan lainnya juga yang dilakukan oleh Dinas dan Truk F, (5) impact
masyarakat mulai mengetahui program Perlindungan Perempuan karena program
ini membantu menjaga hak-hak perempuan.

Berdasarkan pada temuan-temuan dalam implementasi program
Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka, maka peneliti memberikan beberapa
rekomendasi untuk memperbaiki implementasi program Perlindungan Perempuan
yang meliputi pelatihan dan pengembangan SDM, advokasi anggaran kepada
Pemerintah Daerah, sosialisasi menggunakan media sosial, melakukan dialog dan
kerja sama dengan tokoh-tokoh adat, dan UPTD PPA dan Truk F meningkatkan
kerjasama dengan lembaga adat desa dan advokat.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Perlindungan Perempuan, dan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Sikka.



ABSTRACT

Name : Inocentia Agnesty Emirenita Orinbao
NPM 6071901122
Title : Implementation of the Women's Protection Program by the Office

of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment, and Child
Protection in Sikka Regency

The purpose of this research is to understand the implementation of the
Women's Protection Program in Sikka Regency. The theory used in this research is
the Logic Models theory proposed by W. K. Kellogg (2004), which states that there
are several elements that help stakeholders plan, execute, and implement a program,
including: (1) Resources/Input, (2) Activities, (3) Outputs, (4) Outcomes, and (5)
Impact. This research uses a qualitative method with a descriptive qualitative
approach to obtain an in-depth understanding of the research object.

Data collection in this research was conducted through (1) direct interviews
with the P2ZKBP3A Agency, UPTD, Truk F, Orinbao Law Office, and the general
public. (2) Observations were carried out at the P2ZKBP3A Agency in Sikka
Regency. (3) Document analysis from the P2KBP3A Agency, UPTD PPA, and
Truk F. The research results show that (1) in terms of input, consisting of human
resources, budget, and legal foundation, the P2KBP3A Agency, UPTD PPA, and
Truk F are inadequate in terms of human resources and budget, (2) Activities, there
are six services provided by UPTD PPA and there are obstacles in the
implementation process, (3) Outputs have shown inconsistent increases and
decreases year by year, (4) Outcomes, besides the six main services from UPTD
PPA, there are also other services provided by the Agency and Truk F, (5) Impact,
the community is beginning to recognize the Women's Protection Program because
this program helps protect women's rights.

Based on the findings in the implementation of the Women's Protection
Program in Sikka Regency, the researcher provides several recommendations to
improve the implementation of the Women's Protection Program, including training
and development of human resources, budget advocacy to the Regional
Government, socialization using social media, conducting dialogues and
cooperation with traditional leaders, and UPTD PPA and Truk F enhancing
cooperation with village customary institutions and advocates.

Keywords: Program Implementation, Women's Protection Program, and
Population Control and Family Planning Agency, Women's Empowerment, and
Child Protection in Sikka Regency.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 49 yang menyatakan bahwa ‘”Wanita berhak untuk mendapatkan
perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal
yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan
fungsi reproduksi wanita.”’* Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat
pada semua individu secara global, termasuk perempuan. Perempuan mempunyai
hak yang sama dengan laki-laki dalam hal hak asasi manusia seperti hak untuk
hidup, kebebasan, kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi.

Namun, banyak perempuan di seluruh dunia yang masih menghadapi
berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti diskriminasi gender,
kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan mengakses pendidikan dan pekerjaan
yang layak, keberlanjutan, serta keterbatasan dalam partisipasi dan pengambilan
keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu,

hubungan antara hak asasi manusia dan perempuan sangat erat, karena

1Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



perlindungan hak asasi manusia adalah hak yang harus diterapkan tanpa
memandang gender. Menghormati hak asasi perempuan akan menjamin keadilan
kesetaraan dan perlindungan yang diperlukan agar mereka dapat hidup bermartabat
dan memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya.

Perempuan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu-
individu yang memiliki jenis kelamin perempuan atau wanita. Menurut, Nugroho
menyebutkan bahwa “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat
reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur,
memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara
permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan
sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)’’.?2 Pengertian ini dapat diartikan bahwa
perempuan adalah manusia yang keunikan tertentu dan memiliki sifat keibuan yang
telah mencapai usia dewasa dan memiliki sifat-sifat kewanitaan. Perempuan juga
memainkan banyak peran sosial, budaya dan politik yang berbeda di seluruh dunia.
Pembahasan tentang perempuan fokus pada isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-
hak perempuan, kesehatan reproduksi dan banyak aspek lain yang mempengaruhi
kehidupan perempuan di berbagai masyarakat dan komunitas. Perempuan sering
kali dianggap sebagai individu yang perlu dilindungi dari penyimpangan sosial,
termasuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di manapun di dunia.

Perempuan sebagai individu yang harus dilindungi dari penyimpangan

sosial yang terjadi karena kekerasan berbasis gender dimana Kekerasan terhadap

2 Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008),



perempuan sering kali bersumber dari ketidaksetaraan dan diskriminasi antar jenis
kelamin. Perempuan seringkali menjadi korban karena faktor gender, seperti
pandangan patriarki yang merendahkan perempuan dan memberdayakan laki-laki.
Kekurangan fisik dimana perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan
laku-laki. Selain itu, eksploitasi ekonomi dimana perempuan seringkali memiliki
akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan lapangan kerja
berkelanjutan. Kemudian, standar sosiokultural dimana norma budaya dan sosial
tertentu dapat memperkuat kekerasan terhadap perempuan. Budaya yang
mentoleransi atau mendorong dominasi laki-laki atas perempuan dapat
memperburuk masalah ini.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang
serius. Banyak kasus kekerasan seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah
tangga, perdagangan manusia, dan mutilasi genital perempuan terjadi di berbagai
wilayah. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan
undang-undang perlindungan bagi perempuan dan berbagai program sosial untuk
memberikan perlindungan, pendidikan, dan bantuan bagi korban. Tetapi, masih ada
tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi perempuan.
Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak
perempuan menjadi beberapa faktor pendorong terjadinya kekerasan terhadap
perempuan. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan
terhadap perempuan menjadi kunci untuk mengurangi angka kekerasan ini.
Berikut data yang menunjukkan angka atau tingkat kekerasan terhadap perempuan

di Indonesia:



Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia
(2016-2022)
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Gambar 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (2016-
Sumber: LPP?A(\)f\Izgsional (2023)

Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) menunjukkan bahwa data kasus kekerasan terhadap perempuan di
Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2022 semakin meningkat, tetapi pada tahun
2019 mengalami penurunan sebesar 17.332 dan mengalami kenaikan hingga di
tahun 2022 terdapat 25.050. Hal ini menunjukkan kasus kekerasan terhadap
perempuan masih banyak terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap
perempuan tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi setiap daerah di Indonesia
juga memiliki tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbeda-beda.

Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, data menunjukkan kasus

ini meningkat di tahun 2021 yaitu 309 kasus. Sementara di tahun 2022 kekerasan



seksual yang terjadi di NTT sebesar 429 kasus. Untuk di tahun 2023 sendiri hingga
dengan 17 April 2023 tercatat sebanyak 63 kasus.® Pada tahun 2023, Provinsi Nusa
Tenggara Timur mencatat terdapat 10 besar kabupaten yang memiliki tingkat kasus
kekerasan terhadap perempuan yang tinggi yaitu, salah satunya Kabupaten Sikka

dengan jumlah 20 kasus.* Berikut data yang menunjukkan angka atau tingkat

kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka.
Tabel 2.18
Jumlah kasus perempuan korban kekerasan
Jenis Kekerasan Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Kekerasan Psikis 32 35 40 32 30 46
Kekerasan Fisik 24 29 28 31 29 31
Kekerasan Seksual 13 16 9 12 13 22
Kekerasan Ekonomi 21 24 32 16 15 21
Trafficking 2 4 1 2 1 4
Total 92 108 | 110 | 93 88 | 124

Sumber : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sikka

Gambar 1.2. Tabel Jumlah Kasus Perempuan Korban Kekerasaan
Sumber: Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sikka (2024)
Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tentang jumlah
kasus perempuan korban kekerasan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2020 dari

tabel diatas menyatakan bahwa setiap tahun mengalami kenaikan hingga di tahun

3Bali Mula, Putra, “’Kekerasan Seksual di NTT Naik Sejak 2018, Terbanyak di 775"’
(https://katongntt.com/kekerasan-seksual-di-ntt-naik-sejak-2018-terbanyak-di-tts/, 28 April 2023)
4Ombudsman NTT, “’Minim Sarana Prasarana, Kekerasan Perempuan dan Anak di NTT Menanjak
Naik Capai 200 Kasus’’ (https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--minim-sarana-prasarana-
kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt-menanjak-naik-capai-200-kasus, 28 April 2023)



2020 mencapai 124 kasus dengan jenis kekerasan yang berbeda-beda mulai dari
kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan
trafficking. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan terhadap
perempuan di Kabupaten Sikka masih sangat tinggi dan menjadi masalah yang
perlu diperhatikan.

Selain, data kasus korban kekerasan terhadap perempuan dari Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak terdapat juga data kasus korban kekerasan terhadap perempuan
dari KomNas Perempuan di Kabupaten Sikka. Menurut, Data KomNas Perempuan
tahun 2020 mencatat sebanyak 299.991 kasus kekerasan terhadap perempuan,
dimana jumlah pengaduan ke KomNas Perempuan meningkat signifikan sebesar
60% dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020°.
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama periode 2015-2020 sebanyak
615 kasus. Pada tahun 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan naik menjadi 108
kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu Kekerasan Psikis
sebanyak 35 kasus (32,40%), selanjutnya Kekerasan Fisik sebanyak 29 kasus
(26,85%), diikuti Kekerasan Ekonomi sebanyak 24 kasus (22,22%), lalu Kekerasan
Seksual sebanyak 16 kasus (14,81%), dan Trafficking sebanyak 4 kasus (3,70%).

Pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan naik menjadi 110
kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu Kekerasan Psikis

sebanyak 40 kasus (36,36%), urutan kedua Kekerasan Ekonomi sebanyak 32 kasus

5Popi, P. “TRUK Catat 519 Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Sikka dan Ende’’ 2021
(https://ekorantt.com/2021/12/08/truk-catat-519-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sikka-
dan-ende, 11 November, 2023)


https://ekorantt.com/2021/12/08/truk-catat-519-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sikka-dan-ende
https://ekorantt.com/2021/12/08/truk-catat-519-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sikka-dan-ende

(29,09%), diikuti Kekerasan Fisik sebanyak 28 kasus (25,45%), lalu Seksual
sebanyak 9 kasus (8,18%) dan Trafficking sebanyak Kekerasan 1 kasus (0,90%).

Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan turun menjadi
83 kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang dialami tertinggi pada
Kekerasan Psikis sebanyak 32 kasus (34,40%), yang diikuti Kekerasan Fisik
sebanyak 31 kasus (33,33%), selanjutnya Kekerasan Ekonomi sebanyak 16 kasus
(17,20%), selanjutnya Kekerasan Seksual sebanyak 12 kasus (12,90%), dan
Trafficking sebanyak 2 kasus (2,15%).

Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami
kenaikkan menjadi 88 kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang
dialami tertinggi pada Kekerasan Psikis sebanyak 30 kasus (34,09%), urutan kedua
Kekerasan Fisik sebanyak 29 kasus ( 32,95%), selanjutnya Kekerasan Ekonomi
sebanyak 15 kasus (17,05%), sedangkan Trafficking sebanyak 1 kasus (1,14)

Pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan juga
mengalami kenaikan menjadi 124 kasus dengan jenis kekerasan terhadap
perempuan yang dialami tertinggi pada Kekerasan Psikis sebanyak 46 kasus
(37,10%), diikuti Kekerasan Fisik sebesar 31 kasus (25%), selanjutnya Kekerasan
Seksual sebesar 22 kasus ( 17,74%), lalu Kekerasan Ekonomi sebanyak 21 kasus
(16,93%), dan Trafficking sebanyak 4 kasus (3,22%). Sedangkan, di tahun 2022
Ada kenaikan sebesar 7,14 % pada tahun 2022. Naik menjadi 56 kasus pada 2022

dari 52 kasus pada tahun 2021.° Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sikka pada

®Popi, P. “’Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat, TRUK Imbau Warga Lapor bila
Temukan Kasus’ 2023 (https://ekorantt.com/2023/03/08/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-
meningkat-truk-imbau-warga-lapor-bila-temukan-kasus/, 11 November, 2024)



Tahun 2022 yaitu, 326.999.” Sementara itu, di tahun 2023 Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Anak
(DPPKBP3A), Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak mencapai 116 kasus.®

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan tanggung jawab seperti
yang telah dituliskan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 bahwa
“Dinas PPKB dan PPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak’’.® Hal ini juga didukung dengan adanya RENSTRA Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak Tahun 2018-2023. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat daerah harus menyediakan dokumen perencanaan aparatur
area mencakup ikhtisar Kinerja layanan, masalah pelayanan peralatan daerah,

masalah strategis, tujuan, sasaran,

"BPS Kabupaten Sikka. (n.d.). “’Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa), 2021-
2023 (https://sikkakab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html)
diakses pada tanggal 11 November, 2023

8Media, K. C. (2023, July 16). “’Dalam 4 Bulan, Kekerasan Perempuan dan Anak di Sikka Capai
116 Kasus’’ (https://regional.kompas.com/read/2023/07/16/133057078/dalam-4-bulan-kekerasan-
perempuan-dan-anak-di-sikka-capai-116-kasus) diakses pada tanggal 11 November, 2023
°Database Peraturan “Perbup Sikka Nomor 35 Tahun 2016
(https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89149/perbup-kab-sikka-no-35-tahun-2016) diakses
pada tanggal 11 November 2023
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strategi, arah menjelaskan kebijakan area, program, dan pengoperasian peralatan
RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menjamin
keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan keselarasan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan dan penilaian pada
setiap tahun anggaran, termasuk perencanaan Kerangka kerja dan anggaran bersifat
prediktif dan terarah dalam prosesnya lima tahun ke depan.

Untuk itu dalam RENSTRA terdapat beberapa program yang dilakukan
untuk meminimalisir segala permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian
kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak salah satunya adalah Program Perlindungan Perempuan. Program
Perlindungan Perempuan adalah program yang dirancang dan dilaksanakan untuk
melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan keselamatan perempuan dari berbagai
bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ancaman lainnya. Program ini bertujuan
mencegah kekerasan terhadap perempuan, memberikan dukungan kepada korban,
mendorong kesetaraan gender, pendidikan dan kesadaran, dan meningkatkan
partisipasi masyarakat terhadap isu perempuan. Dalam RENSTRA juga terdapat
faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat daerah dalam
mencapai visi, misi, dan program yang ada. Faktor pendorong adalah belum
optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan perempuan korban
kekerasan, kurangnya lembaga-lembaga perlindungan perempuan di tingkat
kecamatan atau desa, dan kurangnya sosialisasi tentang perlindungan perempuan.
Sedangkan, faktor pendukungnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang PKDRT dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012
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tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menuliskan bahwa Perlindungan adalah segala
upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan
oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Adapun Pasal 10 Hak-Hak Korban yaitu Korban berhak mendapatkan:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. Pelayanan bimbingan rohani.®
Menurut, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan menuliskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan
untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah

daerah,

0Database Peraturan, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang
PKDRT’ (https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004) diakses pada tanggal
11 November 2023


https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004)%20diakses
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pihak keluarga, advokat atau paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.!* Berdasarkan penjelasan serta data-data
tingkat kekerasan terhadap perempuan diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
membuat sebuah  Program Perlindungan Perempuan. Namun, dalam
implementasinya program perlindungan perempuan di Kabupaten Sikka belum
memberikan dampak yang secara langsung terhadap masyarakat khususnya para
korban dilihat dari data-data diatas yang menunjukkan bahwa tingkat kasus
kekerasan terhadap perempuan masih tinggi bahkan terus meningkat dari tahun ke
tahun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan atau teori yang relevan untuk melihat
proses dari program perlindungan perempuan menurut peneliti teori yang sesuai
adalah teori logic model. Kerangka konseptual yang dikenal sebagai teori logika
model digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi
program atau proyek secara sistematis dan terstruktur. Sumber daya, aktivitas,
keluaran, hasil, dan dampak adalah beberapa elemen penting dari sebuah program
dan hubungan antara mereka. Teori ini membantu dalam menentukan elemen-
elemen penting ini.

Berdasarkan masalah ini, mendorong peneliti untuk mengkaji
pengimplementasian program Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sikka dan

juga pentingnya untuk dilakukan penelitian ini.

1Komnas Perempuan. “’Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan’
(https://otjpkhn.komnasperempuan.go.id/view-perda/peraturan-daerah-kabupaten-sikka-no12- tahun-
2012-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-perempuan-dan-) diakses pada tanggal 11 November 2023
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana implementasi program perlindungan perempuan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melindungi perempuan dari

berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menganalisis lebih luas dan mendalam Program
Perlindungan Perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

1. Untuk mengetahui implementasi program perlindungan perempuan oleh

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melindungi perempuan dari

berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat ditentukan oleh nilai dan penerapan
praktisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan manfaat yang
berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

a. Pemahaman yang lebih baik
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Penelitian teoritis tentang program perlindungan perempuan
membantu peneliti dan akademisi memahami masalah terkait perlindungan
perempuan, seperti sumber, efek, dan solusi.

b. Pengembangan teori

Penelitian ini dapat membantu membangun teori studi administrasi
publik dan memahami dinamika yang mendasari masalah program
perlindungan perempuan.

c. Identifikasi pola

Studi teoritis dapat membantu menemukan pola dan tren kekerasan

terhadap perempuan serta faktor resiko yang mungkin terlibat, serta

bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat dan individu.

2. Manfaat Praktis
a. Pengembangan Program Perlindungan Perempuan
Penelitian praktis membantu dalam pembuatan dan perbaikan program
perlindungan perempuan. Dengan memahami lebih baik kebutuhan dan
kesulitan yang dihadapi oleh perempuan yang mengalami kekerasan,

program ini dapat dirancang dengan lebih efektif.

b. Informasi Kebijakan
Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan program
perlindungan perempuan. Ini termasuk perubahan kebijakan yang

mendukung hak-hak perempuan di tingkat nasional, regional, dan lokal.
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c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Penelitian praktis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya program perlindungan perempuan, mengurangi stigma

kekerasan terhadap perempuan, dan mendorong partisipasi masyarakat.
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